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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Konsep desentralisasi dalam Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 

tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap 

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Desentralisasi sebagai tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan 

cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung 

jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber 

potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Otonomi Daerah merupakan suatu 

kesempatan bagi daerah untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi 

yang ada di daerah. 

Dengan segala kewenangan yang ada pada daerah yang telah diatur dalam 

peraturan yang berlaku, daerah harus bisa menjalankan dan melaksanakan 

kewenangan tersebut secara optimal dengan segala kekurangan dan kelebihan yang 

dimiliki oleh masing-masing daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi, pertama yaitu otonomi 

provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupatan/kota sebagai 

otonomi luas. Ketiga, otonomi desa yang merupakan otonomi asli, bulat dan utuh 

serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah 

berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut 

(Solekhan, 2012:37).  

Pengesahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 

2014 sebagai pengganti atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah memberikan harapan baru bagi desa-desa di seluruh Indonesia. UU Nomor 
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32 Tahun 2004 dianggap dalam pelaksanaannya belum dapat mewadahi segala 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang jumlahnya lebih dari 73.000 desa 

dan sekitar 8.000 kelurahan. Pelaksanaan peraturan desa yang selama ini berlaku 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama menyangkut 

kedudukan masyarakat adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, 

serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan 

antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya (Penjelasan UU 6/2014).  

UU Nomor 6 Tahun 2014 merupakan tonggak baru bagi sebuah negara 

dengan sistem pembangunan bottom-up yang sebelumnya pembangunan menganut 

sistem up-bottom (Azhar, 2015) yang akan menjadikan kedudukan desa lebih 

diakui. UU Nomor 6 Tahun 2014 ini merupakan salah satu komitmen pemerintah 

untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, karena 

desa sekarang tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan namun desa bisa 

menjadi subjek untuk membangun kesejahteraan. UU ini juga mengatur sumber 

pendanaan bagi desa yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan 

kas daerah. Undang-undang tentang desa ini memberi jaminan yang lebih pasti 

bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan 

daerah yang jumlahnya jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran 

desa (Rustiarini, 2016). 

Dalam sistem pemerintahan yang berlaku pada saat ini, dimana pemerintah  

pusat lebih menekankan pembangunan berawal dari daerah, desa mempunyai peran 

yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata 

pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. 

Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tentunya diperlukan dana 

yang tidak sedikit agar tujuan pemberdayaan desa dapat tercapai. 

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah 

desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, 

sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Namun 

penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan, 

karena mengingat sekarang desa sudah mempunyai pendapatan yang cukup besar. 
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Pertanggung jawaban yang dimaksud di antaranya adalah pertanggung jawaban 

dalam pengelolaan anggaran desa termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD) 

dan Dana Desa (DD).  

Desa memiliki banyak sekali pos-pos pendapatan sebagaimana diatur dalam 

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat 1 dimana pendapatan desa 

bersumber dari:  

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. 

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari 

Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara 

merata dan berkeadilan. 

3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling 

sedikit 10%. 

4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus (DAK). 

5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. 

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga 

7. Lain-lain pendapatan yang sah.  

Berdasarkan data dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, jumlah anggaran DD dari 2015-2019 terus 

mengalami peningkatan. Pemerintah berharap peningkatan DD akan diiringi 

dengan peningkatan kualitas implementasinya. Dengan demikian, belanja 

pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. 

Kenaikan Dana Desa selama periode 2014-2019 dapat dilihat pada grafik berikut: 
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Sumber : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Kemendes PDTT), (Data diolah Januari 2020) 

 

Gambar 1.1 

Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2020 (Dalam Triliun Rupiah) 

 

Dana Desa merupakan wujud rekognisi atau penghargaan negara terhadap 

desa, terutama untuk memberikan ruang partisipasi aktif pada masyarakat dan desa. 

DD diharapkan mampu memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penanggulangan 

kemiskinan melalui program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh 

desa. Jumlah dana yang besar ini juga sangat rawan dengan penyelewengan, 

sehingga pemerintah desa dituntut untuk lebih transparansi dan akuntabel terhadap 

masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah juga tidak boleh lepas tangan terhadap 

pengawasan pembangunan yang terdapat di desa. 

Sejak digulirkannya DD oleh pemerintah pusat pada 2015 hingga saat ini, 

terdapat banyak kasus penyelewengan yang dilakukan oleh aparat desa terkait DD 

ini. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) dilansir 

dalam Kompas.com (2019), sejak 2015 hingga 2018 kasus korupsi anggaran desa 

terus mengalami peningkatan. Tercatat terdapat 252 kasus korupsi anggaran desa 

dengan 214 tersangka korupsi yang merupakan kepala desa. Hal ini menyebabkan 

nilai kerugian negara mencapai Rp 107,7 Miliar. ICW melihat bahwa korupsi di 

tingkat desa pada dasarnya menyangkut anggaran dana desa. Masalah ini lahir 
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karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa 

tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola 

politik, pembangunan, dan keuangan desa.  

Secara gagasan program DD tidak hanya memberikan keleluasaan fiskal 

bagi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan saja, namun 

juga dapat mendorong pembangunan di desa, baik secara fisik maupun membangun 

interaksi dan dialog manusia di dalamnya (membangun desa). Program DD juga 

mengaktivasi kemampuan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat untuk 

melakukan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan preferensi 

masyarakat desa (Kemendes PDTT, 2018). 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dilansir 

dalam Bisnis.com (2015) menyatakan pembangunan desa memiliki posisi yang 

strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2015-2019. RPJMN 2015-2019 mentargetkan pembangunan desa untuk 

mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah 

desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada 2019. Hal ini akan sangat berkaitan dengan 

pentingnya penyusunan Indeks Pembangunan Desa (IPD) dalam upaya pencapaian 

target sasaran pembangunan pedesaan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 

2015-2019.  

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun 

untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia (BPS, 2018). 

Pengukuran IPD didapat dari hasil pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilakukan 

oleh Badan Statistik (BPS) RI yang digunakan sebagai indikator-indikator utama 

penyusunan indeks. IPD digunakan untuk mengidentifikasikan kondisi desa yang 

mencakup lima dimensi, 12 variabel dan 42 indikator yang menggambarkan 

ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa (BPS, 2018). 

Dimensi dalam penilaian IPD telah disesuaikan dengan ketersediaan data 

dan variabel dalam data Podes. Lima dimensi yang digunakan dalam penilaian IPD 

yaitu dimensi pelayanan dasar yang digunakan untuk mewujudkan kebutuhan dasar 

masyarakat khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dimensi kondisi 

infrastruktur yang mewakili kebutuhan dasar sarana dan prasarana serta 
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pengembangan ekonomi lokal dan sumber daya alam yang tersedia di desa, dimensi 

aksesibilitas/transportasi, dimensi pelayanan umum, dan dimensi penyelenggaraan 

pemerintah. 

Dengan adanya IPD sebagai sarana untuk mengidentifikasi perkembangan 

desa, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dapat 

melaksanakan pembangunan dengan memberikan prioritas dan seleksi dalam upaya 

peningkatan pelayanan masyarakat terkait indikator yang kualitasnya masih rendah 

dan perlu untuk diperbaiki. Output dari penyusunan IPD ini adalah terpetakannya 

desa-desa berdasarkan tingkat perkembangan desa menurut IPD ke dalam tiga 

klasifikasi, yaitu Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal di seluruh 

Provinsi di Indonesia. 

Saat ini pengukuran pembangunan desa dengan IPD dilakukan dengan dua 

kali tahapan, yaitu dalam rangka perencanaan dan evaluasi. Pada tahap 

perencanaan, pengukuran dilakukan pada tahun 2015 yang mengukur desa-desa 

yang terdaftar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39 Tahun 

2015, dan data desa yang digunakan adalah data Podes tahun 2014. Tahap evaluasi, 

IPD dihitung kembali pada tahun 2018 menggunakan daftar dan data Podes tahun 

2018. 

Pada awal RPJMN, pemerintah telah memetakan jumlah wilayah 

administrasi desa yang teregistrasi melalui Permendagri RI No. 39 Tahun 2015 

jumlah desa di Indonesia mencapai 74.093 desa. Berdasarkan publikasi IPD tahun 

2014, desa mandiri berjumlah 2.898 desa, desa berkembang berjumlah 50.763 desa, 

dan desa tertinggal berjumlah 20.432 desa. Pada tahun 2018 jumlah desa mencapai 

75.436 desa dengan status IPD 2018 adalah, desa mandiri berjumlah 5.606 desa, 

desa berkembang berjumlah 55.369 desa, dan desa tertinggal berjumlah 14.461 

desa. 

Namun, untuk mengetahui  perkembangan pembangunan desa dari tahun 

2014 dan 2018 dilakukan persamaan data desa antara 2014 dan 2018 yang bertujuan 

untuk menyamakan wilayah. Karena jika tidak dilakukan persamaan data akan 

terjadi bias pemekaran dan penggabungan wilayah. Dengan demikian, asumsi 

pemekaran dan penggabungan wilayah perlu direduksi dengan menyatukan 
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kembali desa yang mengalami pemekaran dan menyesuaikan kembali desa yang 

mengalami pemekaran dan penggabungan sejak 2014-2018. Sehingga desa yang 

dapat dilihat perkembangannya secara panel dari tahun 2014-2015 sebanyak 73.670 

desa. 

Perkembangan pembangunan desa secara panel ini dilakukan untuk 

mengetahui realitas pembangunan desa yang sesungguhnya, dan memperkirakan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibangun di tingkat desa. Hasilnya 

menunjukkan bahwa desa tertinggal berkurang sebanyak 6.518 desa dan desa 

mandiri bertambah sebanyak 2.665 desa (BPS, 2018:14). Perkembangan 

pembangunan desa dapat dilihat pada grafik berikut. 

  

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) RI, (Data diolah Januari 2020) 

 

Gambar 1.2 

Perkembangan Pembangunan Desa Menurut Status Indeks Pembangunan 

Desa Tahun 2014 dan 2018 

 

Program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah jumlahnya 

sangat banyak dan beragam, namun beberapa program dianggap belum menjawab 

atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pada tahun 2014 banyak program 

yang belum mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM 

Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), banyak juga desa yang 

belum memiliki RPJM Desa dan RKP Desa (BPS, 2015). Hal ini dikarenakan 

pemerintah tidak memiliki informasi yang memadai terkait kondisi dan kebutuhan 
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desa-desa di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak, mengingat adanya kendala 

terkait sumber daya manusia, waktu, dan anggaran yang jumlahnya sangat besar. 

Selain kendala di atas, kendala lain dalam pembangunan desa pada 2014 

adalah pembangunan yang belum didasarkan pada suatu acuan baku berupa Standar 

Pelayanan Desa (SPM), dimana SPM Desa ini merupakan hak masyarakat desa 

terhadap pelayanan yang harus di sediakan oleh pemerintah pusat dan daerah, baik 

provinsi, kabupaten/kota, dan desa (BPS, 2014). 

Beberapa kendala dalam penetapan SPM Desa secara nasional antara lain : 

(1) kondisi dan kebutuhan antara satu desa dengan desa lainnya berbeda sehingga 

standar pelayanan minimalnya tidak dapat diseragamkan baik aspek maupun 

volumenya; (2) Sumber daya yang masih terbatas baik SDM maupun 

penganggarannya; (3) belum terbaginya kewenangan dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam pemenuhan SPM Desa dengan 

mengacu pada UU Desa dan peraturan pelaksanaannya. Maka dari itu, IPD disusun 

sebagai upaya untuk mengakomodasi beberapa aspek pemenuhan SPM Desa 

sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (BPS, 2014). 

Akibat dari kendala-kendala tersebut di atas, pembangunan desa di 

Indonesia belum merata. Pembangunan desa masih fokus di wilayah barat 

Indonesia, hal ini terbukti dari nilai IPD terbesar diraih oleh Jawa-Bali dan 

Sumatera dengan nilai IPD diatas IPD Nasional. Sedangkan wilayah timur nilai 

IPD-nya berada dibawah rata-rata nilai IPD Nasional. IPD menurut dimensi pada 

tiap pulau dapat dilihat pada grafik berikut.  
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Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) RI, (Data diolah Januari 2020) 

Gambar 1.3 

Indeks Pembangunan Desa Per Dimensi Tahun 2018 

 

 

Perkembangan pembangunan desa di Indonesia yang masih belum merata 

menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Perkembangan 

pembangunan yang berfokus di barat menjadikan ketimpangan yang signifikan 

antara wilayah barat dan timur. Contohnya di Pulau Papua, yang menjadi pulau 

dengan nilai IPD terendah. Dari lima dimensi pembentuk IPD, dimensi kondisi 

infrastruktur Pulau Papua sangat kecil, yaitu hanya 19,76 saja, padahal daerah lain 

bisa mencapai dua hingga tiga kali lipatnya. Pulau Nusa Tenggara dan Maluku juga 

dimensi kondisi infrastrukturnya masih rendah dibandingkan dengan Pulau Jawa-

Bali dan Sumatera. 

Di Pulau Jawa sendiri, Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu Provinsi 

dengan nilai IPD di atas rata-rata nilai IPD nasional, yaitu 66,45 pada tahun 2014 

dan 69,78 pada tahun 2018. Data IPD di jawa barat bisa dilihat pada gambar berikut 
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Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) RI, (Data diolah Mei 2020) 

Gambar 1.4 

Indeks Pembangunan Desa di Jawa Barat Tahun 2014-2018 

Meskipun nilai IPD di Jawa Barat sudah di atas nilai IPD nasional, namun 

masih banyak permasalahan krusial yang terdapat di Jawa Barat. Seperti pernyataan 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dilansir oleh Kompas.com (2017), 

keterbatasan infrastruktur seperti banyaknya jalan yang rusak menjadi masalah 

utama yang dikeluhkan oleh masyarakat Jawa Barat, selain masalah infrastruktur 

masalah lain yang sering dikeluhkan yaitu masalah perekonomian, pengangguran, 

dan daya beli masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai IPD pada dimensi 

Infrastruktur yang menjadi dimensi dengan nilai terendah. 
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menjadikan desa sebagai salah satu skala prioritas pembangunan. Pemerintah Jawa 
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pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena pemerintah  Jawa Barat 

menganggap desa merupakan ujung tombak pembangunan bagi sebuah negara. 

Bahkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dilansir dalam Kompas.com (2019) 

menyatakan bahwa 60% perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat tertuju pada 
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sosial antara masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Hal ini membuat status desa 

menjadi semakin meningkat dan kesejahteraan masyarakat desa juga semakin 

membaik. 

Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Jawa Barat 

untuk pembangunan desa sangat beragam, hal ini akan berkaitan juga dengan 

pendanaan bagi program-program tersebut. Dengan adanya pengalokasian DD bagi 

setiap desa, membantu pencapaian program-program tersebut. Namun keterbatasan 

sumber daya manusia di desa juga menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan 

dana ini. Mengingat dana yang diterima desa sejak 2015 hingga saat ini jumlahnya 

sangat besar. Oleh karena itu perlu dilihat apakah Dana Desa ini memiliki dampak 

positif bagi pembangunan di desa atau tidak.  

Ada dua alasan yang dikemukakan oleh Adisasmita (2011) mengapa 

masalah pembangunan masyarakat desa masih relevan untuk dibahas, yaitu : 

1. Secara umum wilayah negara kita masih didominasi oleh daerah pedesaan. Hal 

ini diperkirakan masih akan berlangsung relatif lama. Ciri pedesaan tersebut 

bahkan masih akan bertahan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi arah dan 

sifat perkembangan kota. 

2. Sejak awal tahun 1970-an pemerintah orde baru telah mencanangkan berbagai 

macam kebijakan dan program pembangunan pedesaan yang ditandai dengan 

inovasi teknologi modern, namun secara umum kondisi sosial ekonomi desa 

masih memprihatinkan.  

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebagai indikator yang digunakan untuk 

melihat perkembangan desa-desa di Indonesia dibentuk dari lima dimensi, yaitu 

ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi atau aksesibilitas, 

pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah. Perkembangan pembangunan 

di Indonesia tidak luput dari adanya dana yang terus dikucurkan oleh pemerintah 

ke desa yang setiap tahun jumlahnya terus meningkat. Program Dana Desa yang 

jumlahnya cukup besar bagi setiap desa semestinya digunakan secara tepat agar 
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pembangunan desa menjadi lebih baik dan desa dapat mengoptimalkan potensinya 

(Detiknews, 2019). 

IPD digunakan sebagai salah satu jawaban untuk permasalahan SPM yang 

belum tersedia di tingkat nasional. IPD disusun sebagai upaya untuk 

mengakomodasi beberapa aspek pemenuhan SPM Desa sebagaiman tertuang dalam 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, meskipun belum mencakup keseluruhan 

karena keterbatasan data. IPD juga mampu menjawab permasalahan kebutuhan 

desa secara umum, dengan pengklasifikasian desa berdasarkan tingkat kemajuan 

desa, maka pemerintah bisa memberikan perlakuan khusus bagi desa-desa yang 

masih berstatus tertinggal (BPS, 2015). 

Pengalokasian DD bagi setiap desa juga menjadi salah satu jawaban untuk 

permasalahan yang ada di desa. Dilihat sejak 2015, desa mengalami kemajuan dari 

berbagai aspek. Hal ini diakibatkan karena pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, dimana dalam UU tersebut dibahas juga tentang sumber pendanaan 

desa salah satunya yang paling besar adalah bersumber dari Dana Desa. Dilansir 

dari Bisnis.com (2018), dari hasil evaluasi dalam pelaksaan Dana Desa selama 

tahun 2015-2018, pelaksanaan DD mendukung peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa, berupa : 

1. Menurunnya rasio gini perdesaan, yang semula 0,329 pada 2015 

menjadi 0,324 pada 2018. 

2. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan, dari 17,89 juta jiwa 

(14,09%) pada 2015 menjadi 15,81 juta jiwa (13,20%) pada 2018. 

3. Menurunnya persentase pengangguran perdesaan, dari 4,93% pada 2015 

menjadi 4,04% pada tahun 2018. 

Di Jawa Barat sendiri Dana Desa diklaim mampu untuk mengurangi 

kemiskinan (Trubus.id, 2019). Pemanfaatan DD yang didukung oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Barat membuat perubahan yang signifikan bagi desa-desa di Jawa 

Barat sejak tahun 2015 hingga saat ini. Status desa juga semakin meningkat ditandai 

dengan semakin banyaknya desa mandiri di Jawa Barat seiring dengan 

berkurangnya tingkat kemiskinan di Jawa Barat. 



13 

 

Ghina Shalsabellah, 2020 
DAMPAK PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PENCAPAIAN KINERJA INDEKS PEMBANGUNAN DESA 
(IPD) DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2018 

Universitas Pendidikan Indonesia ǀ repository.upi.edu ǀ perpustakaan.upi.edu 

Tidak ada hak tanpa adanya kewajiban, tidak ada kewenangan tanpa 

pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 

tentang desa, harus dibarengi juga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung 

jawab terhadap negara dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari negara Indonesia. Besarnya dana yang diberikan ke desa 

seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk membuat aturan tentang 

pengelolaan keuangan desa yang akuntabel karena arus belanja yang cukup besar 

harus dipertanggung jawabkan serta untuk transparansi kepada masyarakat terkait 

dengan dana yang telah digunakan, agar dana dapat digunakan dengan optimal dan 

tidak ada kecurangan yang terjadi di dalam pemerintahan desa. 

Di dalam pengelolaan dana diperlukan pengawasan yang ketat secara 

operasional maupun teknis agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan 

dana. Sumber dana yang mengalir ke desa harus dicatat menggunakan sistem 

akuntansi yang memadai. Akses informasi yang minim serta rendahnya kompetensi 

masyarakat desa pada umumnya dalam pengelolan dana desa juga menjadi salah 

satu penyebab rendahnya manajemen keuangan desa. Adanya peluang dana besar 

yang mengalir ke desa menjadi sebuah tantangan baru bagi pemerintah desa dalam 

mengelola keuangan desa agar sumber dana yang besar tersebut dapat digunakan 

sesuai dengan porsinya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang dampak dari adanya program DD 

yang sudah dilakukan, seperti oleh Aziz (2016) yang mengkaji otonomi desa dan 

efektivitas DD, dimana penelitian tersebut menemukan kendala dalam penyaluran 

dan penggunaan DD. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kapasitas dan 

kapabilitas SDM pemerintah desa serta lemahnya partisipasi aktif masyarakat desa. 

Tangkumahat et.al (2017), yang melakukan penelitian tentang dampak program DD 

terhadap peningkatan pembangunan dan ekonomi di Kecamatan Pineleng 

Kabupaten Minahasa, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan 

program DD sudah cukup baik yang dapat dilihat dari kegiatan atau program DD 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan, bahkan tahap evaluasi dan pertanggung 

jawabannya sudah terlaksana. DD juga berdampak bagi perekonomian masayrakat, 
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dimana setelah ada program DD perekonomian masyarakat meningkat karena 

adanya perbaikan infrastruktur desa. 

Sofiyanto et.al (2017) pada penelitiannya, menyatakan bahwa Dana Desa 

memiliki dampak yang positif bagi pembangunan di desa Banyuates Kecamatan 

Banyuates Kabupaten Sampang, baik di bidang pembangunan fisik maupun bidang 

pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur seperti jalan desa 

yang kondisinya semakin membaik yang menunjang aktivitas masyarakat menjadi 

semakin lancar. Selain pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat juga 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan penyuluhan 

dan pembinaan terhadap pengurus desa maupun masyarakat, sehingga memberikan 

ilmu dan wawasan bagi masa depan desa yang lebih baik. 

Adapula penelitian tentang perkembangan desa dengan melihat IPD yang 

dilakukan oleh Kuncoro et.al (2019) yang meneliti tentang pengembangan potensi 

destinasi wisata menggunakan IPD di Desa Balesari Kecamatan Windusari 

Kabupaten Magelang yang hasilnya menyatakan bahwa Desa Balesari 

mendapatkan nilai IPD sebesar 48,72119 yang artinya Desa Balesari masih 

berstatus sebagai desa tertinggal. Desa Balesari mempunyai ketersediaan dan akses 

terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan publik 

dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

capaian pembangunan yang ada di desa di Indonesia pada Tahun 2014-2018 dengan 

judul, “Dampak Penglokasian Dana Desa dalam Pencapaian Kinerja Indeks 

Pembangunan Desa (IPD) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018”. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran IPD tahun 2014 sebelum adanya Dana Desa di Jawa 

Barat? 

2. Bagaimana gambaran IPD tahun 2018 setelah adanya Dana Desa di Jawa Barat? 
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3. Apakah pengalokasian Dana Desa berdampak positif bagi perkembangan 

pembangunan desa tahun 2015-2018 dilihat dari nilai IPD di Jawa Barat? 

 

D. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan gambaran IPD tahun 2014 sebelum adanya Dana Desa 

di Jawa Barat. 

2. Untuk mendeskripsikan gambaran IPD tahun 2018 setelah adanya Dana Desa 

di Jawa Barat. 

3. Untuk mengetahui dampak positif dari adanya pengalokasian Dana Desa bagi 

perkembangan desa selama tahun 2015-2018 di Jawa Barat dilihat dari nilai 

IPD. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain yaitu :  

1. Kegunaan Praktis bagi Pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah 

kabupaten/kota, maupun pemerintah desa, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan masukan dan wawasan dalam hal pengambilan 

keputusan/kebijakan pembangunan desa agar lebih baik lagi kedepannya, dan 

mampu menciptakan pembangunan yang merata di seluruh desa di Indonesia. 

2. Kegunaan Teoritis bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan sebagai sumbangan 

pengembangan ilmu dalam pemerintahan, khususnya perkembangan desa di 

Indonesi
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